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PERJTTURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 46 TAHUN 2020

Pasa

Rep

pnetapkan Peraturan Walikota tem

TENTANG
ERMOHONAN IZIN PEMAKAIAN

TEMPAT-TEMPAT

DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH

HMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

ntuk melaksanakan ketentuan P

asal 3 ayat (8)

Daerah Kotamadya Daerah Tiphgkat II Malang

} Tahun 1997 Tentang Izin Pemakaian Tempat-

ertentu Yang dikuasai oleh Pemjerintah Daerah,

an Permohonan Izin Pemakaian

tang Tata Cara

Tempat-tempat

ang Dikuasai oleh Pemerintah Dgjerah;

1 18 ayat (6) Undang-Undang
blik Indonesia Tahun 1945;

Un
Pe
Lin

Jawa-Barat

sebagaimana telah diubah dengan [

No

Und4

Indo

Kecil,
Tahy
Repu
Und4
Perat]

Nega;

16 Tahun

entukan Daerah-Daerah Kota

ng-Undang Nomor
ungan Propinsi Jawa-Timur,
Dan Daerah
r 13 Tahun 1954 tentang Pengu
ng Nomor 16 Dan 17 Tahun
nesia Dahulu) tentang Pembentu
Di Jawa (Lembaran Negara Rept

1954 Nomor 40, Tambahan Le

lik Indonesia Nomor 551);

S Tahun
ran Dasar Pokok-pokok Agra

g-Undang Nomor

Istimewa

Dasar Negara

1950 tentang
Besar Dalam
Jawa-Tengah,

Yogyakarta

Indang-Undang

pahan Undang-
1950 (Republik
kan Kota-Kota
iblik Indonesia

mbaran Negara

1960

fia

tentang

(Lembaran

a Tahun 1960 Nomor 104 Tambadhan Lembaran
Negata Nomor 2043);




M

enetapkan

4. Temp

4. Un

Ind
Lei

sebagaimana telah diubah bebera

det
(Le
Noj
Ind

S. Per

Perjguasaan Tanah-Tanah Negara (L
Tahun 1953 Nomor 114 Tambahan L
Nor

6. Per

Mal
Tempat-Tempat

erintahan Daerah (Lembaran

onesia Tahun 2014 Nomor

mbaran Negara Republik Indone
nor 58, Tambahan Lembaran

onesia Nomor 5679);

Lturan Pemerintah Nomor 8 Tahi

or 362);

aturan Daerah Kotamadya Dag
ng Nomor 4 Tahun 1997 tentang

Tertentu Yang

dang-Undang Nomor 23 Tahumn
Pen

2014 tentang

Negara Republik
244, Tambahan
baran Negara Republik Indonegia Nomor 5587)

ba kali terakhir

gan Undang-Undang Nomor 9 Taljun 2015 tentang

sia Tahun 2015
Negara Republik

in 1953 tentang
embaran Negara

embaran Negara

rah Tingkat II
Izin Pemakaian

dikuasai Oleh

Pemerintah Daerah (Lembaran Dadrah Kotamadya

Dag
Nomor 04);

PERATU]J

ah Tingkat II Malang Tahun

MEMUTUSKAN:

N WALIKOTA MALANG TENTA

1997 Seri B

NG TATA CARA

MENGAJEKAN PERMOHONAN IZIN PEMAKAIAN TEMPAT-

TEMPAT

DAERAH

Dalam Pefaturan Walikota ini, yang dimaks

1. Daeraql
2. Pemer

3. Walik¢ta adalah Walikota Malang.

bidan

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

adalah Kota Malang.

ERTENTU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH

hd dengan :

intah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

at-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah

Daerah adalah tempat-tempat tertenfu khususnya

g-bidang tanah yang dikuasai olth Pemerintah
Daerah.




10.

11.

12.

13.

Izin

oleh

ah

ada
khu

Izin

Pem

Pem]
dald
atag

yari

Wali

Pern
oleh
pem

pem

Pern
diajy
izin
oleh

peru

namj
Perp;
yang

Perul

Izin 1

oleh

Pencs

izin.

Mene

oleh
mem

temp

Daers

o
Peja}

erintah Daerah.

ota.

rintah daerah.

Pemakaian Tempat-tempat terten
Pemerintah Daerah yang selanju
Pemakaian

susnya bidang-bidang tanah yat

egang izin adalah orang atau bada

keputusan tentang izin dan &

dikuasai oleh pemerintah daerah

at yang ditunjuk adalah pejabat y,
ohonan izin adalah permohona

orang atau badan untuk m

Tohonan izin baru adalah pe

pemerintah daerah yang belum

Pemerintah Daerah.

oleh pemegang izin.

tempat-

kan oleh orang atau badan unti

perubahan fun

Eahan nama,
dan/+ tau substansi, pencabutan izin
njangan Izin adalah perpanjangz

ahan Izin adalah Perubahan Keyj

’emakaian tempat-tempat tertenti
butan Izin adalah Pencabutan Kej

antarkan tempat-tempat tertentu
emerintah Daerah adalah men
anfaatkan dan/atau tidak memaka

ettempat tertentu yang dikuasai ¢

tu yang dikuasai
tnya disebut izin

empat tertentu

ng dikuasai oleh

n yang ditetapkan

ertanggungjawab

pemakaian/penggunaan tempat-tempat tertentu

ang ditunjuk oleh

1 yang diajukan

endapatkan izin

kaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh

rmohonan yang

1k mendapatkan

emakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai

diterbitkan izin,
»Si - peruntukan

dan/atau balik

in terhadap izin

kan atau sudah habis masa berljkunya.

utusan tentang

h yang dikuasai

putusan tentang

yang dikuasai
1biarkan, tidak
/menggunakan

leh Pemerintah




BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota|ini adalah untuk

membertikan pedoman dalam mengajukan Permohonan Izin.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lliingkup Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

a. Ketentuan Perizinan;

b. Kewajiban dan larangan pemegang izin;
c. tatq cara permohonan izin;

d. tatJ cara perubahan izin;

e. perlanjangan izin;

f.  bergkhirnya Izin;

g pengawasan dan Pengendalian;

h. Sanksi Administratif; dan

[y

Ket¢ntuan peralihan.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang
memberikan izin kepada setiap orang atau badan yang
menggunakan tempat-tempat tertent yang dikuasai

oleh Pemerintah Daerah.

(2) Setidp orang atau badan yang memakaif menggunakan
tempat-tempat tertentu yang dikuasai dleh Pemerintah
Daergh harus memperoleh izin terlebjh dahulu dari
Walikota.

(3) Izin gebagaimana dimaksud pada ayat|(1) ditetapkan

dengan Keputusan.




(4)

(6)

(8)

(1)

Untuk memperoleh izin sebagaimang dimaksud pada

ay|

segara tertulis kepada Walikota atf

ditr.l
digediakan oleh pejabat yang ditunjulk.

Izi l‘

tid|

JiK

ter

Sef

sehhagaimana dimaksud pada gyat

Jan
S (1

Apal
pem
pery
S (i
Pern

sela

izin.

saIEpai dengan berakhirnya izin.

t (2) pemohon harus mengaju

pat tertentu yang dikuasai oleh Pg¢

kukan melalui perubahan Keputu

panjangan  izin  setiap  kali

ma) tahun.

njuk, dengan mengisi formilir

<an permohonan

au pejabat yang

yang telah

hanya dapat diberikan atas najna pemohon dan

k dapat dipindah tangankan.

pemegang izin meninggal dyinia, maka ahli

isnya berhak melanjutkan penggunaan tempat-

merintah Daerah

lah izinnya berakhir, Ahli waris pemegang izin

gajukan permohonan balik namalizin.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Izin

Pasal 5

(6) dapat

me
Ba]Tk nama izin sebagaimana dimakgud pada ayat (7)

dilg san tentang izin.

ka waktu berlakunya izin ditetagkan paling lama

a) tahun.

ila jangka waktu izin habis/ perakhir, maka

gang izin dapat mengajukan

permohonan

paling lama

lohonan perpanjangan izin d4pat dilakukan

mbat-lambatnya satu bulan sebeliim berakhirnya



(1)

(4)

Pemegan

a. meng

K

Set

terr;

D4

[EWAJIBAN DAN LARANGAN PEME

erah wajib memiliki izin.

BAB V

Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 6

iap orang atau badan yang memak

1pat-tempat tertentu yang dikuasal

Set

dik
per

tery

Apd

ten
ses
di
Pen
tert

Wal
dip4

tertul

mene

oleh

sejak

meny
dikua|

|
|

lap orang atau badan yang memj
akai/menggunakan tempat-tem]

asai oleh Pemerintah Daerah sest

antum dalam izin.
bila izin sudah berakhir dan tidak
a Pemegang izin wajib mengos

pat tertentu yang dikuasai oleh Pe

——

ai dengan izin dan segala b

e

asnya.

egang izin wajib menyerahkan

— E—

ntu yang dikuasai oleh Pemerinta

=0

kota atau pejabat yang ditunju

nkai/dipergunakan oleh pemegang

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 7

% izin dilarang:
lihkan izin kepada pihak lain tai
s dari Walikota atau pejabat yang

emerintah Daerah paling singka

dikeluarkannya izin;

crahkan penguasaan tempat-temp

antarkan tempat-tempat tertentu

GANG IZIN

ai/menggunakan

| oleh Pemerintah

seroleh izin wajib
bat tertentu yang
1ai dengan fungsi

ntukan dan/atau penggunaanmya sesuai yang

- diterbitkan izin,
ongkan tempat-
merintah Daerah

entuk/yang ada

tempat-tempat
n Daerah kepada
k apabila tidak

1zin.

\pa persetujuan

ditunjuk;

yang dikuasai

L 3 (tiga) tahun

at tertentu yang

sai oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain;




Setiap (
izin har

a.

mel

olelT1
agu}\

izin T dan/atau

mef
fungsi peruntukan/penggunaan yang

anfaatkan tempat-tempat tertenftu

an/jaminan;

anfaatkan/menggunakan tempa

memakai/menggunakan tempat-tempgat

dikylasai oleh Pemerintah Daerah oleh

pen]

prang atau badan yang mengajul

gang izin.

BAB VI
TATA CARA PERMOHONAN 1ZI

Pasal 8

yang dikuasai

Pemerintah Daerah sebagai obyek

-tempat tertentu
dikuasai oleh Pemerintah Dadrah tidak sesuai

tercantum dalam

tertentu yang

pihak lain/bukan

N

fan permohonan

s memenuhi persyaratan antara ljin:

mengisi formulir yang sudah disediakiin oleh Walikota

atau| pejabat yang ditunjuk;

fotog

Penduduk (KTP) yang berlaku;

pas foto berwarna ukuran 4x6 cm seb

lemb

surat

yang

ar;

py Kartu Keluarga, Fotocopy

keterangan menempati tempat-fe

seten|

surat

dan 4|

surat

terten

Daer

Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh

Pejabgt yang ditunjuk.

as nama Pemerintah Daerah;

; dan

Kartu Tanda

anyak 4 (empat)

mpat tertentu

dikuasai oleh Pemerintah Daerah| dari kelurahan

pat, bermaterai cukup sebanyak 2 (dua) lembar;

Pernyataan tidak keberatan di sdrtifikatkan oleh

pernyataan mengosongkan tempat-tempat
u yang dikuasai oleh Pemerintah [Daerah apabila

dibuzi‘hkan untuk kepentingan umum dleh Pemerintah

Walikota atau



BAB VII
TATA CARA PERUBAHAN IFIN

Pasal 9

(1) Sefiap orang atau badan yang memiliki izin dapat

mengajukan permohonan perubahan| izin.

(2) Pefubahan izin sebagaimana dimakgud pada ayat (1)
antara lain:
a. ||Perubahan nama, perubahan fungsi
peruntukan/penggunaan dan/atgu substansi; dan

b. | Balik Nama izin kepada ahli warig.

(3) Pepubahan nama, perubahan fungsi peruntukan

daIL/ atau substansi sebagaimana |dimaksud pada
1

[Ah]

aydt (2) huruf a, dapat dilakukdn dengan cara
perubahan Keputusan tentang izin ftau pencabutan

Keputusan tentang izin untuk diterbitkan izin.

-

(4) Ba
hu

meninggal dunia.

ik Nama izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

=

uf b, merupakan perubahan izin jika pemegang izin

Pasal 10

(1) Pengabutan Keputusan tentang izin untuk diterbitkan
izin| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)

dapat dilakukan melalui permohonan lizin baru.

(2) Balik nama izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayatl(4) dilakukan melalui permohonat balik nama.

BAB VIII
PERPANJANGAN IZIN

Pasal 11

(1) Setigp pemengang izin dapat mengajukan permohonan
perpanjangan  izin, setelah mash berlakunya
habig/berakhir.

(2) Setiap pemegang izin yang mengajukgn permohonan
perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada

ayat [1) harus memenuhi persyaratan dntara lain:




a.| mengisi formulir perpanjangan

c.| fotocopy Kartu Keluarga, Fotoc
Penduduk (KTP) yang berlaku;

d.| pas foto berwarna ukuran 4x6

€. | surat keterangan dari keluttahan

f. |s

Izin bera

a. masg

b. Izin dicabut.

Izin dicalut sebagaimana dimaksud dalam
dapat dilakukan dalam hal:

a. Tanal

dan/atau dibutuhkan oleh Pemerintah ]

b. Keten

c. Karen

d. Pemegang izin telah menelantarkan

disediakan oleh pejabat yang dit1
b.|| fotocopy SPPT PBB dan Bukt

tahun berjalan;

(empat) lembar;

oleh atau atas nama Pemerintah

1injuk;

izin yang sudah

Pelunasan PBB

bpy Kartu Tanda

cm sebanyak 4

setempat,

bermaterai cukup sebanyak 2 lempbar; dan

urat Keterangan tidak keberatan di sertifikatkan

BAB IX
BERAKHIRNYA IZIN
Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

hir apabila:

Kota Malang;

berlaku izin sudah habis/berakh r; dan/atau

Pasal 13

nya diperlukan untuk keper

uan perizinan tidak dipenuhi;

permintaan sendiri;

Pasal 12 huruf b

tingan umum

Daerah;

tempat-tempat

tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang

dizinkan dalam jangka waktu paling s

tahun|

€. melanggar kewajiban dan larangan

tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

ingkat 3 (tiga)

sebagaimana



Walikot

Daerah|

tempat

Daerah|

(1) Setil
kete
dikd

a
b.

628

Pen

pad

dilak
pemge
ketet]

tertu

Izin pemd

Pemerin

berlakun

berlaku,

pemakaia|
Pemerintd

ketentuar

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGEN]I

Pasal 14

a melalui perangkat daerah yang
melakukan pengawasan dan peng)
rtempat tertentu yang dikuasai

dan Izin.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIE

Pasal 15

tuan sebagaimana dimaksud
akan sanksi administratif berups

teguran tertulis;

|

pleh Pemerintah Daerah, termasu

pencabutan Izin; dan/atau

]

g
i

§

engosongan tempat-tempat terter

pangunan dan segala bentuk yang

| ayat (1) huruf b dan huruf c,

ukan

gang izin, orang atau badan

)

lis paling sedikit 3 (tiga) kali
BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

tah Daerah yang

'a  Peraturan Walikota ini

|

ienaan sanksi khususnya sebagai
pemberitahuan/pering:

tuan sebagaimana dimaksud dala

Wkaian tempat-tempat tertentu yar
telah diterbjtkan
din
dengan ketentuan setelah mas

tempat-tempat tertentu yang
h Daerah tersebut berakhir wajib

yang diatur dalam Peraturan Wal

DALIAN

membidangi Aset

endalian terhadap

oleh Pemerintah

P pemegang izin, orang atau badah yang melanggar

dalam Pasal 7,

tu yang dikuasai
< pembongkaran
ada diatasnya.

mana dimaksud
terlebih dahulu
Ltan kepada
yang melanggar

m Pasal 7 secara

lg dikuasai oleh
sebelum
lyatakan tetap
n berlaku izin
dikuasai oleh
menyesuaikan

kota ini.




D1

pa
SH

BE

Peratun
diunda
Agar sq
pengu

penemy

undangkan di Malang
ida tanggal

CKRETARIS DAERAH KOTA
ttd.

WASTO
‘RITA DAERAH KOTA MALA|

30 Desembe¢

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 17

an Walikota ini mulai berlak

ngkan.

ttiap orang dapat mengetahuinya
angan Walikota

atannya dalam Berita Daerah Kot

Peraturan

Ditetapkan di
pada tanggal
WALIKO

SU

r 2020
MALANG,

NG TAHUN 2020 NOMOR 47

lan sesuai dengan aslinya

'ErALA BAGIAN HUK

TABRANI, SH, M.H¥m.
P¢r jbina Tk. I
NIP! 19650302 199003 1 019

u pada tanggal

, memerintahkan
ini dengan

| Malang.

Malang

30 Desember 2020
A MALANG,
ttd.

TIAJI




